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BUPATIMUSI RAWAS
PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS

NOMOR ?o TAHUN 2016

TENTANG

STANDAR BIAYA TAHUN ANGGARAN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUSI RAWAS,

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) huruf
d Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun
2OL6 tentang Pedoman PenSnrsunan Anggaran
pendapatan t"r, Belanja Daerah Tahun Anggaral 2OL7,

perlu di"rr"rrtt teknis PenSmsunan Rencala Keda Anggaran
'eerangkat Daerah (RKA-PD) dan pelaksanaan Dokumen
Petaksalaan Anggaran Perangiat Daerah (DPA-PD) Tahun
Anggaran 2Ol7;
bahwa dalam rangka penyusunan Rl(A-Perangkat
Daerah dan . pelaksanaan DPA-Perangkat Daerah
dilinglrungan Pemirintah I(abupaten Musi Rawas Tatrun
An*Lran- 2Ol7 sebagaimana dimaksud huruf a, perlu
*"Et"plon Peraturan Bupati tentang Standar Biaya
Tahun Anggaran 2OL7.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang
pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di
Sumatera Selatan (kmbaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan kmbaran Negara

Republik Indonesia Nomor 1821);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999

tentan[ penyelinggaraan Negara yang Bersih dan Bebas

dari Konrpsi, Kotusi dan Nepotisme (Lembaran Negara

Republik indonesia Tatrun 1999 Nomor 75, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 385U;

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2OO3 tentang
Keuan[an Negara (I-embaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2OOa Nomor 47, Tartbatran Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor a2861;

undang-undang Nomor 1 Tahun 2oo4 tentang
perbendah.r"rn Negara (kmbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2oo4 Nomor 5, Tambatral Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor a355);

2.

3.

4.



5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2OO4 tentang

Pemeriksaan Pelngelolaan dan Tanggung Jawa.b

Keuangan f.legLa fi,embaran Negara Republik Indonesia

Tahun- 2OO4 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4400);

6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2oo4 tentang sistem
perencanaan Pimbangunan Nasional (6mbaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2OA4 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4a2\;

T.Undarrg.UndansNomor2STahun2o|4tentang
pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana lelah
dilbah beberapa kali terakhir dengan Unda1*-
undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua

Atas undang-undang Nomor 23 Tahun 2OL4 tentang
pemerintatrari Daerah (Lembaran Negara Reprrblik
Indonesia Tahun 2OL4 Nomor 246, Tatrbatran Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5589);

8. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2OL4 tentang Aparatur
Sipil Nigara (Gmbaran Negara Republik _Indonesia 

Tahun
2Ol4 Nomor 6, Tambahan kmbaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5a9a\

9. Peratrrran Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara

nepubiik Indonesia Tahun 2OOS Nomor 140, Tambahan
kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5a74;

10. Peraturan Pemerintatr Nomor 79 Tahun 2005
tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tatrun 2005 Nomor 165,

ramuatran Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
a593);

1 1. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2OO8 tentang
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) (kmbarart
Negara Republik Indonesia Tahun 2OO8 Nomor 165,

famUatran Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
45e3);

12. Peratrrran Pemerintah Nomor 7l Tahun 2O1O tentang
standar Akuntansi Pemerintahan (kmbaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2o1o Nomor 123, Tambahan
l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

13. perahrran Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah,
sebagaimana telatr diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Menteri Datam Negeri Nomor 2l Tahun 201 1

tentang Pembahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah;

14. Peratrrran Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun
2OO8 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Pen5rusunan

Laporan Pertanggungiawaban Bendahara serta
PenyampaiannYa;



Menetapkan :

Peratrrran Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun
2OLg tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis
Akrual pada Pemerintah;
peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun
2OL6 tentang Pedoman Pen5rusunan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2Ot7;
Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 7
Tahun 2OO8 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan
Daerah Kabupaten Musi Rawas (kmbaran Daerah
Kabupaten Musi Rawas Tahun 2OO8 Nomor 7);
Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 8 Tahun
2016 tentang Pembahan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Musi Rawas (L,embaran Daerah
Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016 Nomor 8);
peraturan Bupati Musi Rawas Nomor 29 Tahun 2016
tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kabupaten Musi Rawas (Berita Daerah
Kabupaten Musi Rawas Tahun 2OL6 Nomor 29);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS TENTANG

STANDAR BIAYA TAHUN ANGGARAN 2017.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal I

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

Kabupaten adalah Kabupaten Musi Rawas

Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Musi Rawas

Bupati adalah Bupati Musi Rawas

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat
DPRD adalah DPRD Kabupaten Musi Rawas.

Anggaran Pendapatan dan Betanja Daerah, yang selanjutnya
disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah
Kabupaten Musi Rawas yang dibahas dan disettrjui bersama oleh
Pemerintah Kabupaten dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan
Daerah.
Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah
Kabupaten Musi Rawas selaku pengguna anggaran/pengguna barang.

Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut ASN adalah profesi
Uagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian
kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.

15.

16.

t7.

18.

19.

1.

2.
3.
4.

5.

6.

7.

3



8. Pegawai Aparahrr Sipil Negara yang selanjut disebut pegawai ASN

aalan pegawai t eg"ri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian
kerja V"ni ai"nek"i oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahkart
tqgas-dalam suattr jabatan pemerintahan atau diserahi ttrgas negara

lainnya dan digaji berdasarkan peraturan penrndang-undangan.

Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga
n"!*" Indonesia yang memenuhi persyaratan tertenhr, diangkat sebagai

ASN secara tetap pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki
jabatan pemerintatr.
pegawai Pemerintatr dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya- disingkat
PPPK adalah warga negara Indoneeia yang memenuhi syarat
tertenhr, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja unhrk jangka
wakhr tertentu dalam rangka melaksanakan hrgas pemerintahan.

Pegawai Tidak Tetap yang selanjutnya disebut PI'I adalah Pegawai yang
aiangkat untuk jangka wakhr tertentu guna melaksanakan
ttrgai pemerintahan dan pembangunan yang bersifat teknis profesional
dan ad-ministrasi sesuai dengan kebuttrhan dan kemampuan organisasi.

Non Pegawai adalah Masyarakat atau Pihak ketiga yang iktrt
melaksanakan program dan kegiatan Pemerintah.

Pejabat Pengelolaan Keuangan Daeratr yang selanjutnya disingkat PPKD

aaaUn kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang selanjutnya
disebut dengan kepala SKPKD yang mempunyai hrgas melaksanakan
pengelolaan APBD dan bertindak dalam kapasitas sebagai bendahara
umum daerah.
Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah
PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai Bendaharan Umum
Daerah.

15. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan
penggunaan anggaran unhrk melaksanakan tugas pokok dan fungsi
SKPD yang dipimpinnYa.
Kuasa Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat Kuasa
BUD adalah pejabat yang diberikan kuasa unttrk melaksanakan hrgas
BUD.
Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA
adalah Pejabat yang memperoleh lnrasa dari Pengguna
Anggaran untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung
jawab penggunaan anggaran pada Satrran Kerja Peranglat Daerah yang
bersangkutan.
Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang memperoleh kuasa sebagai
pemiUt pekerjaan yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pengadaan
baralg dan jasa dari segi administrasi, fisik, keuangan dan fungsional.

Pejabat Penguji Surat Perintatr Membayar yang selanjutnya dising!<at
Pejabat Penguji SPM adalah pejabat yang diberikan kewenangan oleh
pengggna anggaran unttrk meneliti kembali dokumen-dokumen
seUetum SPM-Perangkat Daerah ditandatangani oleh pengguna
anggaran, dan merupakan atasan langsung Pejabat Penatausatraan
Keuangan Perangkat Daerah.
Pejabat Penatausahaan Keuangan Perangkat Daerah yang selanjut
aisingkat PPK- Perangkat Daerah adalah pejabat yang melaksanakan
fungsi tata usaha keuangan pada Perangkat Daerah.
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21. Bendahara Penerimaan adalah pejabat fungsional yang
ditunjuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menata-
usahakan, danmempertanggungiawabkan uang pendapatan daerah
dalam rangka pelaksanaan APBD pada Perangkat Daerah.
Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu adalah
pejabat fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan,
menatausahakan dan mempertanggungiawabkan uang untuk keperluan
belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada Perangkat
Daerah.
Pengelola barang milik daerah selanjutnya disebut pengelola
adalah pejabat yang bernrenang dan bertanggung jawab melakukan
koordinasi pengelolaan barang milik daerah.
Pembantu pengelola barang milik daerah selanjutnya disebut pembanhr
pengelola adalah pejabat yang bertanggung-jawab
mengkoordinir penyelenggaraan pengelolaan barang milik daerah
yang ada pada sahran kerja perangkat daerah.
Penggunaan barang milik daerah selanjutnya disebut pengguna
barang adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan barang milik
daerah.
Kuasa penggunaan barang milik daerah adalah kepala sattran keda
atau pejabat yang ditunjuk oleh pengguna barang untuk menggunakan
barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya.

Penyimpanan barang milik daerah adalah pegawai yang diserahi tugas
untuk menerima, menyimpan, dan mengeluarkan barang.
Pengums barang milik daerah adalah pegawai yang diserahi tugas
untuk mengurus barang daeratr dalam proses pemakaian yang ada di
setiap satuan keda perangkat daerah/unit kerja.
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjut disingkat PPTK adalatr
pejabat yang diangkat oleh Pengguna Angaran dalam melaksanakan
program/kegiatan.
Perjalanan Dinas Jabatan adalah Pedalanan Dinas melewati batas
daerah dan/atau dalam daerah dari tempat kedudukan ke tempat yang
dituju, melaksanakan tugas, dan kembali ke tempat kedudukan semula
di dalam negeri.
Surat Perjalanan Dinas yang selanjutnya disingkat SPD adalah dok:umen
yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggarart
dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas bagt Pejabat Negara,
Pegawai Negeri, Pegawai Tidak Tetap, dan Pihak Lain.
Pelaksana SPD adalah Pejabat Negara, Aparatur Sipil Negara, Pegawai
Tidak Tetap dan Non Pegawai Negeri Sipil yang melaksanakan
Perjalanan Dinas.
Lumpsum adalatr suatu jumlah uang yang telatr dihitung terlebih
dahulu (pre-calculated amounQ dan dibayar sekaligus.
Biaya Riil adalah biaya yang dikeluarkan sesuai dengan kebuhrhan
riil (at oost) berdasarkan ketentuan berlalm.
Perhihrngan Rampung adalah perhitungan biaya Perjalanan Dinas yang
dihihrng riil berdasarkan ketentuan berlalru.
Tempat Kedudukan adalah lokasi kantor/ Perangkat Daerah.

Tempat Tujuan adalah tempat/kota yang menjadi tujuan
Perjalanan Dinas.
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39.

Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya
disingkat RKA- Perangkai Daerah addah dolumen rencana keuangan

tahuian SKpD yang disusun oleh kepala Perangkat Daerah.

Dokumen Pelaksalaan Anggaran Perangfut Daerah yang selanjutnya
disingkat DpA- perangkat -Daerah 

/DPPA- Perangkat Dlerah adalah

dokgmen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang

digunakan- sJbagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna

anggaran.
Standar Biaya adalah satuan biaya paling tingg yang ditetapkan sebagai

Standar Bi";'" Masukan maupun Standar Biaya Keluaran sebagai acuan
perhihrngan kebutuhan anggaran RKA- Perangtat Daerah /RKPA-
Perangkat Daeratr.
surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak yang selanjutnya disingkat
SPTJM aaaun pernyataan pertanggungiawaban pengguna

anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran atas,pengggnaan jenis satrran

bdya di luar Standar Biaya yang ditetapkan oleh Bupati'

40.

BAB II

STANDAR BIAYA

Pasal 2

(1) Standar Biaya Tahun Anggaran 29L7 berfirngsi sebagai acuan
Perangkat DaLrah untuk men5rusun RKA- Perangkat Daerah /RKPA-
eerangkat Daerah berbasis kinerja Tahun Anggaran 2Ol7 -

(21 Ftrngsi Standar Biaya Tahun Anggaran 2017 sebagai acuan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menrpakan batas tertinggi yang
besaran biayanya tidak dapat dilampaui dalam pen5rusunan RKA-
perangtat Daeratr /RKPA- Peranglat Daeratr Tatrun Anggaran 2Ot7 -

(3) Dalam rangka pen1rusunan anggaran, Standar Biaya Tahun
Anggaran 2Ot7 berftrngsi sebagai :

a. batas tertinggi; atau
b. estimasi

(4) Standar Biaya Tahun Anggaran Z;OLT sebagaimana tercantum
dalam, Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, Lampiran IV sampai
dengan Lampiran V Peraturan Bupati ini-

BAB III

PENANGGUNG JAWAB PENGELOI,AAN KEUANGAN DAERAH

Pasal 3

(1) Bupati menetapkan kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagai berilimt:
a. Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah.

b. Bendatrara Umum Daerah.

c. Kuasa Bendahara Umum Daerah.

d. Pengguna Anggaran.



e. Kuasa Pengguna Anggaran.

f. Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran.

(21 Bupati menetapkan Penanggung Jawab Pengelolaan Barang Milik
Daerah sebagai berikut :

a. Pengelola Barang Milik Daerah.
b. Pembantu Pengelola Barang Milik Daeratr.

c. Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang.

d. Pembantu Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang.

(3) Kepala Perangkat Daerah selaku Pengguna Anggaran menetapkan
sebagai berikut:
a. Pejabat Pembuat Komitmen.
b. Pejabat Penatausahaan Keuangan.

c. Staf Pengelolaan Keuangan.

BAB IV

PENGEI,OI.,A KEGIATAN PERANGKAT DAERAH

Pasal 4

(U PPTK dibanhr oleh staf kegiatan ASN dan/atau PTT dengan
ketentuan sebagai berikut :

a. Nilai pagu dana sampai dengan Rp. 50.OOO.OO0,- tidak dibanttr
oleh staf kegiatan.

b. Nilai pagu dana diatas Rp. 5o.ooo.ooo,- sampai dengan
Rp. IOO.OOO.OOO,- dibantu oleh 1 (satu) orang staf kegiatan.

c. Nilai pagu dana diatas Rp. 1o0.ooo.ooo,- sampai dengart
Rp. 1.OOO.OOO.OOO,- dibanhr maksimum oleh 2 (dua) orang staf
kegiatan.

d. Nilai pagu dana diatas Rp. 1.OO0.OO0.O0O,- dibanhr maksimum oleh
3 (tiga) orang staf kegiatan.

(21 PPTK dan staf kegiatan diberikan honorarium berdasarkan besaran
pagg yang dikelola pada DPA-Perangkat Daerah/DPPA-Perangkat
Daerah.

(3) Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (21 9"t* 1 (satu)
tahun paling banyak 12 (dua belas) orang bulan (OB) pada kegiatan yang
dikelolanya.

(4) PPTK pada Program dan kegiatan pada setiap Perangkat Da91ah
dengar pagu dana sampai Rp. 5O.OOO.OOO,- tidak diberikan
honorarium.
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BAB V

TIM PELAKSANA KEGIATAN

Pasal 5

SKPKD dan Perangkat Daerah dapat membentuk Tim Pelaksana
Kegiatan terdiri dari ASN, PT'I atau Non Pegawai yarrtg diberikan tugas
untuk melaksanakan kegiatan berdasarkan Keputusan Bupati.
fim Pelaksana Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
memenuhi ketenhran sebagai berilmt :

a. Tim Khusus yang dibenhrk untuk melaksanakan tugas dan
tanggungiawab fungsi pemerintahan daerah, yaitu Tim pada
SKPKD, Tim Anggaran Pemerintah Daerah, Tim
Pengawasan Pengelolaan Keuangan Daerah dan Tim Pembinaan
Aparatur Sipil Negara yang mempunyai keluaran (outpuQ
jelas/terukur, bersifat koordinatif yang mengharuskan untuk
mengikutsertakan Bupati dan Pejabat Eselon II;

b. Tim Kerja yang dibenhrk dan membuhrhkan koordinasi
beberapa bidang ttrgas, pokok dan fungsi unhrk melaksanakan
program dan kegiatan agar keluaran {outprtfl jelas/temkur,
bersifat temporer, selektif, efektif, dan efisien serta perangkapan
fungsi atau tugas tertentu Aparatrrr Sipil Negara disamping hrgas
pokoknya sehari-hari;

c. Tim Teknis yang dibenhrk untuk melaksanakan tugas dan
tanggungiawab yang memerlukan kemampuan secara profesional
dan prestasi khusus dalam melaksanakan kegiatan untuk mencapai
hrjuan yang ditetapkan, dan juga keluaran (outpni jelas/terukur,
bersifat temporer, selektif, efektif, dan efisien serta perangkapan
fungsi atau tugas tertenttr sebagai Aparattrr Sipil Negara, PTT atau
Non Pegawai disamping tugas pokoknya sehari-hari;

(3) Tim Pelaksana Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (21 huruf a,
huruf b, dan huruf c diberikan honorarium yang ditetapkan dengan
Keputusan Bupati.

BAB VI

PER.IALANAN DINAS JABATAN

Pasal 6

(1) Peraturan Bupati ini mengatur mengenai pelaksanaan Perjalanan
Dinas Pejabat Negara, DPRD, Aparatur Sipil Negara, Non PNS, Ketua
Tim Penggerak PKK, Pengurus Tim Penggerak PKK, Anggota Tim
Pengerak PKK, Ajudan yang dibebankan pada APBD Kabupaten Musi
Rawas.

{21 Perjalanan Dinas Jabatan sebagaimana dimaksud ayat (1)
digolongkan menjadi:
a. Perjalanan Dinas Jabatan yang melewati batas daerah atau

keluar daerah; dan
b. Perjalanan Dinas Jabatan yang dilaksanakan di dalam daerah.



Pasal 7

(U Pelaksana perjalanan dinas jabatan oleh Pelaksana SPD dilakukan
sesuai dengan perintah atasan Pelaksana SPD yang tertuang dalam
Surat T\rgas.

(21 Surat Tqgas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh:

a. Kepala Perangkat Daerah untuk Perjdanan Dinas Jabatan

V8urlg dilakukan pelaksana SPD pada satuan kerja berkenaan;

b. Bupati/Sekretaris Daerah untuk Pedalanan Dinas Jabatan
yang dilakukan Pejabat Eselon ll/Kepala Perangkat Daerah;

c. Kehra DPRD unhrk Perjalanan Dinas yang dilakukan oleh
Dewan Perwakilan RakYat Daerah;

(3) Surat T\rgas sebagaimana dimaksud pada ayat {21 paling
sedikit mencantumkan hal-hal sebagai berikut :

a. Pemberi trrgas;
b. Pelaksana tugas;
c. Wakhr pelaksanaan tugas; dan

d. Tempat pelaksanaan tugas.

(4) Kewenangan penerbitan Surat Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) dapat didelegasikan kepada pejabat yang dihrnjuk.

Pasal 8

(1) Perjalanan Dinas Jabatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat
(l) dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Perjdanan Dinas Dalam Daerah Kabupaten.

b. perjalanan Dinas Keluar Daerah di dalam Wilayatr Provinsi
Sumatera Selatan.

O c. perjalanan Dinas Keluar Provinsi Sumatera Selatan.

(21 Lama pedalanan dinas masing- masing adalah :

a. Dalam Kabupaten maksimum 2 (dua) hari, kecuali perjalanan yang
memiliki kewenangan khusus seperti Inspektorat, Pengawas l.apangan
disesuaikan dengan kebutuhan;

b. Keluar daerah dalam wilayah Provinsi Sumatera Selatan maksimum 3
(tiga) hari, kecuali kegiatan yang t,lq"h ditetapkan
*aLttr pelaksanaannya yang melebihi dari 3 (tiga) hari.

c. Keluar daerah Provinsi Sumatera Selatan maksimum 5 (lima) hari,
kecuali kegiatan yang sudah ditetapkan wakttr pelaksanaannya yang
melebihi dari 5 (lima) hari.
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BAB VII

BIAYA PER.IALANAN DINAS

Pasal 9

Perjalanan dinas Jabatan terdiri atas komponen-komponen
sebagai berikut:
a. uang harian;
b. biaya transpor;
c. biaya penginaPan;
d. uang representasi; dan
e. sewa kendaraan dalam kota.

Uang harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hurlf a terdiri atas :

a. uang makan;
b. uang transpor lokal; saku

c. uang saku.
Biaya transpor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hurlf b terdiri
atas:
a. perjalanan dinas dari tempat kedudukan sampai ke tempat

tqir"" keberangkatan ke terminal bus/ stasiun /
bandaral pelabuhan keberanglatan dan kepulangan;

b. retribusi yang dipungut di terminal / stasiun/
bendara/pelabuhan keberangkatan dan kepulangan.

c. biaya taksi keluar daerah dari tempat kedudukan sampai ke

tempat hrjuan keberangkatan ke terminal bus/ stasiun/
bandara/ pelabuhan keberangkatan dan kepulangan.

(4) Biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf

" 
,t "rup"t.t, 

biaya yang diperlukan untuk menginap di hotel atau
di tempat menginap lainnYa.
Dalam hal pelaksanaan SPD
penginapan sebagaimana dimaksud
sebagai berikut:
a. pelaksana SPD diberikan biaya penginapan sebesar 3Oo/o (tiga

puluh persen) dari tarif hotel dari kota tujuan sebagaimana diatur
dalam Peraturan Bupati mengenai standar biaya;

b. biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dibayarkan secara fumPst tm.
Uang representasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d
dapat diberikan kepada Pejabat Negara dan Pejabat Eselon II selama
melakukan Perjalanan Dinas.
Sewa kendaraan dalam Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hunf
e dapat diberikan kepada Pejabat Negara dan pejabat yang disetarakan
untuk keperluan pelaksanaan tugas di Tempat T\rjuan.
Sewa kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) sudah
termasuk biaya untuk pengemudi, bahan bakar minyak, dan pajak.

Biaya Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat
(1) 

- 
diberikan berdasarkan tingiat biaya Perjalanan Dinas, dengan

ketentrran sebagai berilimt:

(s) tidak menggunakan biaYa
pada ayat (3) berlalm ketentrran

(6)

17l

(8)

(e)

10'



uang harian dibayarkan secara lumpatm dan mempakan batas
tertinggi sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan
mengenai Standar Biaya;
biay" transpor pegawai dibayarkan sesuai dengan Biaya
Riil berdasarkan Fasilitas Transpor sebagaimana
tercantum datam Lampiran III yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
biaya penginapan dibayarkan sesuai dengan Biaya Riil dan
berpedoman pada Peraturan Bupati mengenai Standar Biaya;
uang representasi dibayarkan secara lumpatm dan merrrpakan
batas tertinggi sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati
mengenai Standar Biaya;
se*a kendaraan dalam Kota dibayarkan sesuai dengan biaya Riil
dan berpedoman pada Peraturan Bupati mengenai Standar Biaya;

Pasal 11

Klasilikasi uang harian dan penginap€m perjalanan dinas jabatan sebagai

berikut:

a. Pejabat Negara adatah Bupati dan Wakil Bupati.

b. Pimpinan DPRD adatah Ketua dan Wakil Ketua DPRD dan Wakil'
Wakil Ketua.

c. Sekretaris Daerah.Golongan A

d. Golongan B Pejabat Eselon II.b

e. Golongan C : Pejabat Eselon III dan ASN Golongan ruang IV/b
keatas,

f. Golongan D Pejabat Eselon tV dan ASN Golongan III/b sampai
densan Golonsan ruang lY la

g. Golongan E : ASN sampai dengan Golongan lllla.

Pasal 12

Standar Harga Satuan Barang Kebuhrhan Pemerintah Kabupaten

Tahun Anggaran 2OL7 ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 13

Ketentuan penggunaan standar biaya yang diperlukan dalam rangla

pelaksanaan anggaran yang belum diahrr dalam Perahrran Bupati ini akan

ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati'

a.

b.

c.

d.

e.

1l



BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundarrgan Peraturan

Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Musi

Rawas.

GUNAWAN

Diundangkan di Lubuklinggau
pada tanggat 2g Novernbcr 2Ot6

SEKRETARIS DAERAH

MUSI RAwAS TAHUN 2OL6 NOMOR .?3..

I(ABUPAIDN MUSI RAWAS,

H. ISBAND

t2


